
 
 

 
 

BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kontrak elekronik pada dasarnya merupakan pejanjian yang menggunakan 

media elektronik sebagai sarana transaksinya. Meskipun demikian 

kontrak elektronik tetaplah harus tunduk pada Pasal 1320 KUH Perdata, 

mulai dari syarat subjektif hingga objektif. Mengingat identitas para 

pihak yang sulit dibuktikan maka unsur subjektif haruslah terpenuhi 

mulai dari pihak yang sepakat untuk mengikatkan perjanjian dan pihak 

yang telah dinyatakan dewasa maupun cakap dalam bertindak secara 

hukum. Unsur objektif dalam transaksi elektronik juga penting terkait 

objek yang dijual secara online. Apabila pihak yang bertransaksi dalam 

hal ini belum dewasa dan telah melakukan perkawinan maka pihak 

tersebut telah dianggap dewasa dan dapat melakukan perbuatan hukum 

yaitu mengikatkan dirinya dalam kontrak elektronik. Namun terdapat 

pengecualian apabila transaksi dilakukan oleh pihak yang belum dewasa 

tetapi tidak terdapat permasalahan maka transaksi elektronik tetap dapat 

dijalankan serta kontrak elektronik tetap dianggap sah secara hukum, 

mengingat syarat subjektif dari suatu perjanjian apabila tidak terpenuhi 

maka dapat dibatalkan. Sehingga apabila tidak dibatalkan oleh para pihak 

maka kontrak elektronik tetap dapat dijalankan.  
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2. Kontrak elektronik sangat rawan terjadi sengketa, wanprestasi salah 

satunya. Hal ini dikarenakan identitas para pihak sulit untuk dibuktikan 

membuat para pihak tidak mengetahui apakah pihak yang bertransaksi 

telah cakap untuk melaksanakan kontrak elektronik yang ada. Untuk 

menanganinya maka, harus ada pengaturan terkait penyelesaian 

sengketa secara online, mengingat pihak E-Merchant tidak bertanggung 

jawab apabila terjadi wanprestasi. Hal ini membuat para pihak harus 

menyelesaikan sengketanya sehingga membuat hasil keputusan yang 

kurang maksimal, maka dari itu perlu ada regulasi yang mengatur terkait 

penyelesaian sengketa elektronik. Sayangnya di Indonesia belum ada 

regulasi yang mengatur secara khusus terkait penyelesaian secara online, 

namun secara konsep Indonesia telah melakukan pengembangan 

penyelesaian sengketa alternatif menjadi online. Hal ini penting untuk 

meningkatkan rasa kepercayaan para pihak.  

 

4.2. Saran 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memberikan saran: 

 

2.  Untuk mencegah adanya pihak yang tidak cakap dalam transaksi 

elektronik maka harus ada batasan usia yang dipatok. Maka dari itu 

dalam UU ITE harus diberi batasan usia yang jelas, yaitu dengan 

menambahkan batas usia dalam bab V UU ITE terkait transaksi 

elektronik, dan menyamaratakan batasan usia di setiap E-Merchant di 

Indonesia, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun mengingat UU ITE tidak 
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memberi batasan, sehingga batas usia harus mengikuti KUH 

Perdata;dan 

3.  Untuk mencegah adanya sengketa dalam transaksi elektronik serta 

memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam melaksanaan kontrak 

elektronik. Hal ini mengingat saat ini di Indonesia telah memasuki era 4.0 

di mana proses transaksi jual beli banyak dilakukan secara elektronik. 

Dengan dibuatnya regulasi Online Dispute Resolution maka memberikan 

payung hukum bagi para pihak terkait penyelesaian sengketa elektronik 

yang dapat dilakukan secara online. 
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